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Abstrak
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya pembahasan terkait dengan harta tidak

berwujud sehingga hal ini tercakup dalam pembahasan mengenai <i>Base Erosion and Profit Shifting

</i>(BEPS) <i>Report</i> yang dipublikasikan oleh OECD. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk

membahas mengenai rencana aksi kedelapan yang dikeluarkan oleh OECD terkait dengan isu mengenai

harta tidak berwujud. Untuk kemudian, akan dihubungkan kedua hal tersebut dengan aturan perpajakan dan

permasalahan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam

melakukan penelitian ini digunakan berbagai literatur seperti putusan Pengadilan Pajak, OECD

<i>Guidelines,</i> jurnal ilmiah serta buku untuk mendapatkan pembahasan atas permasalahan yang

terdapat dalam tesis ini. Selain itu juga melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan

penjelasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada. Hasil dari analisis ini menunjukkan

bahwa transaksi atas pemanfaatan atau penggunaan harta tidak berwujud menjadi isu penting dalam

kelompok perusahaan multinasional karena sifat dari harta tidak berwujud tersebut sebagai <i>driver</i>

atas penciptaan nilai (<i>value creation</i>) suatu perusahaan dan sifatnya yang mudah dipindahtangankan.

Selain itu, empat isu utama yang terdapat dalam rencana aksi kedelapan yang dibuat oleh OECD terkait

dengan harta tidak berwujud juga penting untuk diperhatikan, hal ini untuk mendapatkan kepastian yang

lebih jelas mengenai definisi dari harta tidak berwujud, penentuan alokasi laba yang telah sesuai dengan <i

style="mso-bidi-font-style:

normal">value creation, </i>pengembangan aturan yang lebih lengkap dan lebih spesifik terkait dengan

harta tidak berwujud yang sulit untuk diukur nilainya, serta pembaruan atas pedoman yang terkait dengan

aplikasi kesepakatan kontribusi biaya (<i>cost contribution arrangements</i>).

......The purpose of this study is to analyze the importance of the discussion related to the intangible assets so

that it is covered in the discussion of the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) report, published by

OECD. In addition, the purpose of this study is also to discuss the action plan number eight published by

OECD related to the issue of intangible asset. Furthermore, both of issue will be linked with the tax

regulation and the problems arise in Indonesia. These studies use the descriptive analysis method. In

performing this analysis, used a variety of literature such as the Tax Court’s decision, the OECD Guidelines,

journal and books to get the discussion and solve the problem in this thesis. To complete it, also conducted

interviews with informants to get a more in-depth explanation of the existing problems. The results of this

analysis show that the transaction over the transfer and use of intangible assets becomes an important issue

in the multinational company due to the nature of intangible asset such as a driver on the value creation of

the company and it is easily transferable (highly mobile). In addition, the four key issues, contained in the

action plan number eight prepared by OECD related to the intangible is also important to note, this is to get

more clear certainty regarding the definition of intangible asset, to ensuring that profits associated with the
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transfer and use of intangibles are appropriately allocated in accordance with value creation, developing

transfer pricing rules or special measures for transfers of hard-to value intangibles, and updating the

guidance on cost contribution arrangement.


